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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka Kantor Kecamatan Pugaan sebagai salah
satuPerangkat Daerah (PD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja PD). Renja Kecamatan Pugaan tahun 2024 adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat program dan
kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun
sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan estimasi dana
yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, menjadi
dasar hukum bagi Kecamatan Pugaan sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam
lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan tugas dan
kewenangan yang ada dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten
Tabalong.Agar pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab urusan tersebut berjalan
dengan lancar dan mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten, perlu dibuat langkah-
langkah perencanaan yang terencana dan berkesinambungan yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dengan maksud untuk
menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD) ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk Rencana
Kerja (Renja) tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan
fungsi-fungsi kepemerintahan Kecamatan.

Renja Kecamatan Pugaan tahun 2025 merupakan program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Pugaan untuk mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan di 14 desa yang ada di wilayah Kecamatan Pugaan,



sekaligus juga merupakan penjabaran Visi, Misi Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pugaan

mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program

pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan
dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan
kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /
kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum
dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan tema RKPD Kabupaten Tabalong tahun 2025 yakni

“PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU TABALONG YANG SEJAHTERA

DINAMIS, MAJU DAN BERKELANJUTAN” maka di tahun 2025 Kantor Kecamatan

Pugaan memprioritaskan kegiatan untuk melakukan :

1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka

pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;

2. Meningkatkan kualitas Pendidikan, pelayanan Kesehatan untuk penurunan stunting

untuk pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;

3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk

mendukung IKN;

4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks

reformasi birokrasi yang maksimal;

5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana;

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan ataupun tidaknya Renja PD ini tidak
terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta

masyarakat di wilayah Kecamatan Pugaan. Sebagai dokumen



perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pugaan Tahun 2025 disusun dengan
tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan,

2. Penyusunan rancangan awal,

3. Penyusunan rancangan,

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,

5. Perumusan rancangan akhir

6. Penetapan

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah
dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah
dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses
penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan

dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :
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Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah
Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong (Lembaran



10.

11.
12.

13.

Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi
Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



1.3

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Periode Rencana
Pembangunan Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 maka bagi daerah
Kabupaten/Kota yang periode perencanaannya berakhir pada tahun 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025- 2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Daerah No0.05 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati No. 69 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong;

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang dan Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034;

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tabalong.

Maksud dan Tujuan

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk 1 (satu) tahun yang

merupakan implementasi dari Renstra Perangkat Daerah 5 (lima) tahun dengan maksud

memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kehidupaan bermasyarakat sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan

kegiatan yang sangat strategis di Perangkat Daerah.



Adapun Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerahadalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.

2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1
(satu) tahun oleh Perangkat Daerah.

3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat
menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat
mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.

4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-
tahun yang akan datang.

1.3 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN
PUGAAN TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pugaan Tahun 2024
dan Capaian Renstra Kecamatan Pugaan
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pugaan
2.3 lIsu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Pugaan
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
BAB Il TUJUAN ,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN
PUGAAN TAHUN 2025
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PUGAAN
4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan

4.2 RencanaProgram, Kegiatan,Sub Kegiatan dan Pendanaan
BAB V PENUTUP



BAB I
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra

Kecamatan Pugaan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang
mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pugaan Tahun 2024 digunakan untuk
mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pugaan Tahun 2024 dilakukan untuk
memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Pugaan Tahun 2025
dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Pugaan
Tahun 2019-2024 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Pugaan Tahun 2024 pada Tabel 2.1,
dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

Realisasi Keuangan Kecamatan Pugaan Tahun 2024

Tabel 2.1

Perbandingan antara Renja TA. 2024 dengan yang diakomodir
Dalam DPA/DPPA TA. 2024 Kecamatan Pugaan

Bertambah /
DPA Tahun(gn)ggaran 2024 ( Berkurang
Renja Tahun P )
N Program dan Kegiatan 2024
Sebelum Setelah
Perubahan Perubahan

2 3 4 5
PROGRAM 3.388.382.536,- | 3.388.382.536,- - -
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, 9.823.240,- 9.823.240,- - -
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah




Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

2.822.629.186,-

2.822.629.186,-

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

232.967.096,-

232.967.096,-

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

246.953.014,-

246.953.014,-

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

76.010.000,-

76.010.000,-

PROGRAM

PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

87.876.855

87.876.855

Koordinasi
Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

87.876.855

87.876.855

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

83.459.220, -

83.459.220,-

Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa

83.459.220,-

83.459.220,-

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

53.470.000

53.470.000

10

Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan

Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

53.470.000,-

53.470.000,-

PROGRAM
PENYELENGGARAA
N URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

153.304.680,-

153.304.680,-

11

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
sesuai Penugasan Kepala
Daerah

153.304.680,-

153.304.680,-

Vi

PROGRAM
PEMBINAAN DAN

56.038.7009, -

56.038.709,-




PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa

56.038.709,-

56.038.709,-

Jumlah

3.822.532.000,

3.822.532.000,

Realisasi Keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.2

Realisasi Keuangan Kecamatan Pugaan Tahun 2024

No.

Nama Program / Kegiatan

Jumlah
Anggaran

(Rp.)

Jumlah
Realisasi

(Rp.)

Sisa
Anggaran
(Rp.)

%

PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH

KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik
Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

6.663.362,-

2.614.322.183,-

268.459.606,-

205.285.000.,-

62.777.909,-

6.652.600,-

2.271.404.084,-

254.874.283,-

198.941.450,-

58.732.875

10.762,-

342.918.104.-

13.585.323,-

6.343.550,-

4.045.034

99,83

86,88

95,00

96,99

93,55

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN

PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

61.880.490,-

61.880.490,-

100

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN




UMUM

Penyelenggaraan Urusan 107.389.100,- 105.230.000,- 2.159.100,- | 99,83
Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah

4. | PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan 23.930.336,- 23.928.900,- 1.436,- 99,99
Pemberdayaan Desa

5. | PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan 15.900.500,- 15.900.500,- - 100
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa
6. | PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya

Penyelenggaraan Ketenteraman - 100
dan Ketertiban Umum 29.220.000,- 25.095.000,-
Jumlah 3.399.338.486,- | 3.022.640.182,- 368.63309,- | 88,92

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 capaian realisasi keuangan Kantor Kecamatan
Pugaan yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan berjumlah sebesar Rp. 3.399.338.486,-atau sebesar
88,92% dari total pagu anggaran yang telah disediakan yakni Rp. 3.022.640.182,-
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Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kantor Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong

Realisasi Perkiraan Realisasi
TargetKinerja Kirl-za:;g;tasil Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Capaian Target Rerjstra
Capaian Program SKPD s/d Tahun Berjalan
) Indikator Kinerja Peogram Program
No Program dan kegiatan i dan X X X
(Outcome)/kegiatan (Output) (Renstra keluaran Realisasi Tingkat
SKPD) Tahun Kegiatan S/d Tahun 1 (2020) Tahun 2 (2021) Tahun 3 (2022) Tahun 4 (2023) Capaian Capaian
2020-2024 Tahun 2023 Erogram da/g ';I'arget
QD12 Target| Realisasi Rlnglfasarn Target | Realisasi Ring l.<asa‘1n Target| Realisasi Ring !<as§n Target| Realisasi Rlngk_asar_1 eg_;rl;a;z:nns eg/os)tra
realisasi realisasi realisasi realisasi
PROGRAM KOORDINASI Persentase Tingkat Penyelesaian 100 100 100 100 100 100 100 100
KETENTRAMAN DAN pelanggaran K3 (Ketertiban,
KETERTIBAN UMUM Keamanan dan Kenyamanan)
1 [Koordinasi Upaya Jumlah Patroli Terpadu Tingkat 12 Patroli 12 Patroli 12 Patroli 12 Patroli 12 Patroli 12 Patroli |2 Patroli Terpad 100
Penyelenggaraan Kecamatan Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu Terpadu
Ketenteraman dan Ketertiban
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase peningkatan kinerja 85% 80% 70% 5% 75% 80% 100% 80%
MASYARAKAT DESA DAN aparatur, kapasitas aparatur dan
KELURAHAN tata kelola kewilayahan desa
1 |Koordinasi Kegiatan Jumlah Pemerintah Desa yang 13desa 13desa 13desa 13desa 13desa 13desa 13desa 80%
Pemberdayaan Desa dibina / diberdayakan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Pembinaan dan 85% 80% 70% 75% 75% 80% 100% 80%
PENGAWASAN PEMERINTAHAN |Pengawasan Pemerintahan Desa
DESA
1 |Fasilitasi, Rekomendasi dan | Jumlah Pemerintah Desa yang di 13desa 13desa 13desa 13desa 13desa 13desa 13desa 80%
Koordinasi Pembinaan dan |bina dan di awasi
Pengawasan Pemerintahan
Desa
PROGRAM PENYELENGGARAAN |Persentase pelayanan 80% 80% 80% 80% 80% 80% 100% 80%
PEMERINTAHAN DAN kelembagaan sosial
PELAY ANAN PUBLIK kemasyarakatan
Koordinasi Penyelenggaraan |Jumlah laporan penyelenggaran 2 Laporan | 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan| 2 Laporan | 2 Laporan
Kegiatan Pemerintahan di kegiatan pemerintahan di tingkat
Tingkat Kecamatan kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN |Persentase dokumen 80% 80% 80% 80% 80% 80% 100% 80%
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |penyelenggaraan pemerintahan
yang disusun tepat waktu
Penyelenggaraan Urusan Jumlah laporan penyelenggaran 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan| 1Laporan | 1Laporan
Pemerintahan Umum sesuai  [urusan pemerintahan umum
Penugasan Kepala Daerah  |sesuai penugasan kepala daerah
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN |Nilai Evaluasi AKIP B B B B B B B
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, |Jumlah dokumen perencanaan, 8 Dokumen | 8 Dokumen 8 Dok 8 Dok 8 Dok 8 Dok 8 Dokumen (8 Dokumen
dan Evaluasi Kinerja penganggaran dan evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat daerah
Administrasi Keuangan Jumlah dokumen penatausahaan | 20 Dokumen |20 Dokumen 20 Dok 20 Dok 20 Dok 20 Dok | 20 Dokumen R0 Dokumen
Perangkat Daerah keuangan Perangkat Daerah yang
disusun
Administrasi Keuangan Jumlah dokumen penatausahaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perangkat Daerah keuangan Perangkat Daerah yang
disusun
Administrasi Umum Perangkat |Persentase Terpenuhinya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Daerah Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang |Persentase Tersedianya Jasa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan Pemerintahan Daerah |Penunjang Urusan Pemerintah 100%
Daerah
Pemeliharaan Barang Milik |jumlah Barang Milik Daerah yang |100% (35 Unit)|  100% 100% 100% 100% 100% 35 Unit 35 Unit

Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

di pelihara
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Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kantor Kecamatan Pugaan Kabupaten
Tabalong dapat dilihat realisasi kinerja pada tahun 2024 secara umum tercapai sesuai target,
namun target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 tidak dapat diperbandingkan dengan
target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 serta perkiraan realisasi capaian
target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan dikarenakan adanya perbedaan
nomenklatur program dan kegiatan tahun 2024.

Kinerja Kantor Kecamatan Pugaan tahun 2024 tercermin dalam pelaksanaan berbagai
program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
(DPA-PD), diantaranya dapat dilihat dari:

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pugaan

Analisis kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong,
merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikor kinerja yang sudah ditentukan

dalam Review Renstra 2019-2024, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.
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Tabel.2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan

Pugaan Kabupaten Tabalong

No| Indikator Angka Nilai target standar Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Kinerja (IKU, (IKU, SPM, IKK) Analisis
SPM,IKK) ' ' 2020 2021 2022 2024 2024 2022 2024 2024 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
1.| Meningkatn | Program koordinasi - 2.447.800 7.873.728 7.902.000 7.931.000 7.851.900 41.990.000 47.688.255 | 94.999.996
ya kualitas ketentraman &ketertiban
pelayanan Umum
publik dan - "5 centase Tingkat 97.08% 97.08 97.37 97.64 99,95 88.05 % 100
akuntabilitas | [ o oonase Tingka ) o7 ' ' ' : :
K ta Penyelesaian pelanggaran
ecamatan K3(ketertiban,ketentraman,
Kenyamanan
Program Pemberdayaan - 25.122.289 7.921.316 7.950.000 7.979.000 5.957.400,0 68.981.520 69.702.784 91.055.769
masyarakat Desa &
Keluarahan
2.| Meningkatn Persentase Peningkatan - 74,17 74,17 75.4 75.8 95,94 98.87 76 80
ya Kinerja Aparatur, Kapasitas
pemahaman | danTata Kelola Kewilayahan
dan Desa
pﬁnga’?’l‘a.'a " | Program Pembinaan & - 92.323.343 | 100.079.054 | 100.440.000 | 100.803.000 | 47.374.600 | 17.069.600 | 17.070.100 | 50.304.435
nriar-niial Pengawasan Pemerintah
keagamaan Desa
dimasyarak
at
3.| Meningkatn | Persentase Pembinaan & - 50 82.5 83.9 84.59 99,36 99.99 % 85 90
ya kualitas Pengawasan Pemerintah
Pembangu Desa
han Desa Program Penunjang Urusan - 2.861.537.65 | 2.435.400.78 | 2.444.192.00 | 2.453.01500 | 2.265.605.75 | 3.393.09156 | 3.646.735.46 | 4.032.936.52
Pemerintahan Daerah 5 1 0 0 0 6 1 6
Kabupaten/Kota
Nilai AKIP - BB BB BB BB 89,40 67.86% BB BB
Program Penyelenggaraan - 682.516.727 63.038.695 | 63.266.000 63.494.000 51.992.500 97.108.423 120.454.728 | 106.470.274
Pemerintahan dan Pelayanan
Publik
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Persentase pelayanan 72.96 73.75 73.83 73.96 83,15 80.62 % 75 77
kelembagaan social

kemasyarakatan

Program penyelenggaraan 115.539.379 | 108.178120 | 108.569.000 | 108.961.000 57.265.500, 86.003.000 97.047.620 120.730.000
Urusan Pemerinatahan Umum

Persentase dokumen 50 79.17 80.83 82.23 91,71 88,62 % 82 85

penyelenggaraan pemerintahan
yang disusun tepat waktu

19




2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pugaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 69 Tahun 2024 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong,
maka Kecamatan Pugaan mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Kedudukan Kecamatan
1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat.
3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekertaris daerah.
b. Tugas Pokok Kecamatan
Kecamatan Pugaan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah
yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebaagian urusan otonomi daerah dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

c. Fungsi Kecamatan
Fungsi Kecamatan Pugaan adalah sebagai pelaksanaan pengelolaan administrasi umum,
keuangan dan kepegawaian, pengkoordinasian pelayanan administrasi publik dan
pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan Kkerja di

lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Camat selaku kepala PD dibantu oleh
Sekretaris Camat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, disamping membawahi 4 (empat)
Seksi yang terdiri dari : Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan
Rakyat, dan Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum. Berikut adalah susunan organisasi di

Kecamatan Pugaan :
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Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI
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Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka misi yang akan
ditempuh Kecamatan Pugaan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Tabalong yang lebih agamis melalui
kebijakan pembangunan yang diarahkan agar tercapai masyarakat madani yang beretika
dan bermoral melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama,
memperkuat kelembagaan keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan sehingga akan
terwujud kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia (Tabalong Berkualitas).

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong dengan mengawal
pembangunan yang diarahkan agar masyarakat berkemampuan lebih dalam memenuhi
kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya melalui kebijakan
pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta upaya pelestarian
dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas
hidup masyarakat secara signifikan, serta penurunan angka kemiskinan secara nyata
(Tabalong Sejahtera).

3. Mewujudkan kemandirian daerah Kabupaten Tabalong melalui pembangunan yang
diarahkan pada tercapainya system yang handal dan dinamis yang mampu bertindak sesuai
keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak melalui penguatan
kelembagaan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan untuk menciptakan kemajuan
perekonomian daerah yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan
berkualitas (Tabalong Mandiri).

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan kelemahan yang
dihadapi oleh Kecamatan Pugaandalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,

diantaranya :

1. Kualitas SDM yang belum memadai terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi
sehingga mempengaruhi terhadap kelancaran penyelesaian tugas pekerjaan, hal lain
adalah pola budaya kerja yang cenderung pasif dalam menjalankan tugas dan fungsi
masing-masing.

2. Belum optimalnya pola sistem administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian
yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, yang
mana hal ini dapat menghambat kelancaran tugas pekerjaan.

3. Masih minimnya koordinasi antar instansi/ unit kerja/ instansi vertikal yang ada di

Kecamatan dalam upaya peningkatan pembangunan di Kecamatan.
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4. Belum tersedianya dokumen standar pelayanan publik dan atau standar operasional
prosedur (SOP) di Kecamatan Pugaan, hal ini berdampak pada pola pelayanan yang
belum terstandar dengan baik.

5. Kualitas SDM yang belum memadai terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi
sehingga mempengaruhi terhadap kelancaran penyelesaian tugas pekerjaan, hal lain
adalah pola budaya kerja yang cenderung pasif dalam menjalankan tugas dan fungsi
masing-masing.

6. Belum optimalnya pola sistem administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian
yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, yang
mana hal ini dapat menghambat kelancaran tugas pekerjaan.

7. Masih minimnya koordinasi antar instansi / unit kerja / instansi vertikal yang ada di
Kecamatan dalam upaya peningkatan pembangunan di Kecamatan.

8. Belum tersedianya dokumen standar pelayanan publik dan atau standar operasional
prosedur (SOP) di Kecamatan Pugaan, hal ini berdampak pada pola pelayanan yang

belum terstandar dengan baik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025
dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tabalong
Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pugaan Tahun 2025. Hasil review
terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disajikan pada tabel
berikut :
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SKPD: KECAMATAN

Tabel 2.5

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tabalong

PUGAAN
Rancangan Awal RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuhan 2025
PROGRAM/ LOKAS | INDIKATOR PROGRAM/ LOKAS INDIKATOR Target PAGU Catatan
No | KEGIATAN/ SUB | KINERJA Target PAGU INDIKATIF KEGIATAN/ SUB | KINERJA INDIKATIF Penting
KEGIATAN 9 (Rp.) KEGIATAN (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tersusunnya Tersusunnya
dokumen dokumen
PerencanaanPeng perencanaan, PerencanaanPeng perencanaan,
1 | @nggaran, dan Kec. | penganggara 1 25.500.000 anggaran, dan Kec. | penganggaran 11 25.500.000
Evaluasi Kinerja Puga n dan Dokumen Evaluasi Kinerja Puga dan evaluasi Dokum
Perangkat Daerah | an gvalua?(laI Perangkat Daerah an Perangkat en
erang daerah
daerah
Perencanaan g Dokumen
1,1 | Perencanaan Perangkat Daerah | - 1.500.000 Daerah Perencanaan 1 1.500.000
e Perangkat Daerah g Dokumen Daae Dokum R
Perangkat en
Daerah
S e e
Dokumen RKA- RKASKPD | il Dokumen RKA- | |
1.1.2 Perangkat Daerah 1.500.000 SKPD Perangkat 1.500.000
SKPD Dokumen
Daerah Dokumen
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Koordinasi dan

Koordinasi dan

Penyusunan éiTJEghgr?ngzC Penyusunan Dokumen ‘IJDUCTI](ErT]en
1.1.3 E;E‘;?ﬁa”n RKA. SKPD Perangkat| 7, 1,500,000 Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA- | 1.500.000
Daerah SKPD Perangkat  |[Dokumen
SKPD
Daerah
Koordinasi dan Koordinasi dan
Penyusunan \l])u;n ﬁgg;gumen Penyusunan Dokumen ‘gjgl](la::]en DPA-
Dokumen DPA- 1 1.500.000 DPA-SKPD " 1 1.500.000
1.1.4 Perangkat Daerah SKPD Perangkat
SKPD Dokumen
Daerah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan
Penyusunan \lJDL:;::jIEI;hEr?ng? :r] Penyusunan Dokumen ‘gﬁlﬁ; en
115 Dokumen SKPD Perangkat 1 1.500.000 Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA 1 1.500.000
Perubahan DP A- Dokumen
Daerah -SKPD Dokumen
SKPD
Perangkat
Daerah
Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Capaian Kinerjadan Capaian Capaian Kinerjadan dan Ikhtisar
|.1.6 | Ikhtisar Realisasi Kinerja dan 1 Laporan 1.500.000 Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja 1 1.500.000
Kinerja SKPD Ikhtisar Kinerja SKPD SKPD Laporan
Realisasi
Kinerja SKPD
dan Laporan Koordinasi
Hasil Penyusunan
Koordinasi Laporan Capaian
Penyusunan Kinerja dan
Laporan Ikhtisar Realisasi
Capaian Kinerja SKPD
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
KinerjaSKPD
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Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Terlaksananya Terlaksananya
116 EZ?;ﬁai'a?'”e”a 1 Laporan 1.500.000 EZ?;ﬂaiL'f'”e”a 1 1.500.000
g g Laporan
Pelaksanaan Pelaksanaan Terlaksananya Sub
Pengumpulan Data Terlaksananya Pengumpulan Data Pengumpulan Kegiatan
Statistik Sektoral Pengumpulan Statistik Sektoral Data Statistik baru yang
1.1.7 | Daerah Data Statistik 4 Data 15.902.728.000 Daerah Sektoral Daerah 4 Data 15.902.728.000| diwajibka
Sektoral Daerah n oleh
Kominfo
Terlaksanany Terlaksanany a
o _ a o _ penatausahaan
Administrasi Kec. penatausahaa 20 Administrasi Kec. 20
1.2 Keuangan Puga n Dokumen 2.822.629.186 Keuangan Perangkat PuUgA keuangan Dokum 2.822.629.186
Perangkat Daerah 9 keuangan Daerah 9 Perangkat
an an en
Perangkat Daerah
Daerah
Jumlah Orang
Jumlah Orang yang Menerima
yang Menerima Gaji dan
Penyediaan Gaji dan Gaji dan 21 Orang/ Penyediaan Gaji dan Tuniangan ASN 21
121 Tunjangan ASN Tunjangan ASN Bulan 2.814.254.000 Tunjangan ASN Jang Orang/ 2.814.254.000
Bulan
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Tersedianya

Tersedianya

Laporan Laporan di geser
Keuangan Keuangan Akhir kekegiata
Akhir Tahun Tahun SKPD dan n baruPela
Koordinasi dan SKPD dan Koordinasi dan Laporan Hasil ksanaan
Penyusunan Laporan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Koordinasi Pengump
2.2 Keuangan Akhir Koordinasi 2 Laporan 3:5398.910 Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Eapora 35398910 | jan Data
Tahun SKPD Penyusunan SKPD Laporan n Statistik
Laporan Keuangan Akhir Sektoral
Keuangan Tahun daerah
Akhir Tahun SKPD
SKPD
Tersedianya Tersedianya
Laporan Laporan
Keuangan Keuangan
Bulanan/Triwul Bulanan/T riwul
Koordinasi dan anan/Semeste Koordinasi dan anan/Semeste ran
Penyusunan Laporan E":pggﬁD dan Penyusunan Laporan Egppo[r)agan penyesu
12.3 _*Fe.“anga” Bulanan/ Koordinasi 4 Laporan 4.836.276 Keuangan Bulanan/ Koordinasi 4 4.836.276 | an SBU
riwulanan/ Triwulanan/ .
Semesteran SKPD Penyusunan Semesteran SKPD Penyusunan Lapora di SIPD
Laporan Laporan n
Keuangan Keuangan
Bulanan/Triwul Bulanan/T riwul
anan/Semeste anan/Semeste ran
ran
SKPD SKPD
Administrasi Kec ;eklzkisa?gr?ny Administrasi Umum Kec ;ekrlezlizzta;:ny
1.3 Umum Perangkat P : 2 . 100% 311.125.185 Perangkat Daerah . 2 . 100% 311.125.185
Daerah uga administrasi Puga administrasi
an umum an umum
Tersedianya Tersedianya masih
Penyediaan Komponen Komponen Penyediaan Komponen Komponen ada yg
Instalasi Instalasi Instalasi Instalasi
1.3.1 Listrik/Penerangan Listrik/Peneran 4 Paket 6.540.744 Listrik/Penerangan Listrik/Peneran 4 Paket 6.540.744 pgrlu
Bangunan Kantor an Bangunan Bangunan Kantor an Bangunan d!akomo
g g g 9 9 9 dir

Kantor

Kantor
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Penyediaan

Tersedianya

Penyediaan Peralatan

Tersedianya

Peralatan dan Peralatan dan dan Perlengkapan Peralatan dan
89.920.992 89.920.992
3.2 Perlengkapan Perlengkapan 2 paket Kantor Perlengkapan 2 paket
Kantor Kantor Kantor
Penyediaan Barang l"zrrze;]dlanya Penyediaan Barang EZ:Zid@gtgkan
1.3.3 | Cetakan dan Cetakgn dan 2 Paket 20.114.449 | Cetakan dan dan Pegnggan daan 2 Paket 20.114.449
Penggandaan Penggandaan Penggandaan
Penyediaan Bahan Tersedianya Penyediaan Bahan Tersedianya
Bacaan dan Bahan Bacaan Bacaan danPeraturan Bahan Bacaan
1.3.4 | Peraturan dan Peraturan 60 Laporan 2.500.000 | Perundang- undangan dan Peraturan 60 2.500.000
Perundang- Perundang- Perundang- Laporan
undangan undangan undangan
Terlaksananya Terlaksananya
Penyelenggaraan Penyelenggar Penyelenggaraan Rapat Penyelenggar aan
Rapat Koordinasi aan Rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi
135 dan Konsultasi Koordinasidan 192.049.000 Konsultasi SKPD dan Konsultasi 192.049.000
SKPD Konsultasi SKPD
SKPD
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Penyediaan Jasa

Tersedianya

Penyediaan Jasa

Tersedianya

- jasa . jasa penunjang
Penunjang Urusan Kec. ! . Penunjang Urusan Kec.
4 Pemerintahan Puga ErelTSu:r{ang 12 Bulan 245.118.093 Pemerintahan Daerah Puga ureLrlr?:rri]ntahan B 1|2 245.118.093
Daerah an . an P uian
pemerintahan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan Jasa Komunikasi, .
141 | Komunikasi, A dan Lotk 4 Laporan 27.600,000 | Omunikasi, Sumber jumllj'ertpljya A 4 27.600.000
o Sumber Daya Air yang po R Daya Air dan Listrik an Listri Laporan R
dan Listrik Disediakan yang Disediakan
Jumlah Jumlah Laporan
Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan  Jasa ?:sgysglfa:nan Penyediaan Jasa EJ?TI]auyrznla(gntor
142 | Pelayanan Umum Umum K);ntor 6 Laporan 217.518.093 | Pelayanan Umum yang 6 217.518.093
Kantor yang Kantor Disediakan Laporan
Disediakan
Pemeliharaan Terpeliharany Pemeliharaan Barang Terpeliharany a
Barang Milik a Barang Milik Daerah Barang Milik
Daerah Penunjang Kec Milik Daerah Penunjang Urusan Kec Daerah
L5 | Urusan Pugé Penunjang 100% 251.941.500 Pemerintahan Daerah Pugé Penunjang 100% 251.941.500
Pemerintahan an L an L
Daerah Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah
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Penyediaan Jasa

Tersedianya
Jasa

Penyediaan Jasa

Tersedianya Jasa
Pemeliharaan,

p . . Pemeliharaan, . . Biaya
emeliharaan, Biaya : Pemeliharaan, Biaya .
Pemeliharaan, dan Blaya. Pemeliharaan, dan Pajak Pemellharaan dan
Pajak Kendar’aan zemgllhalzaan . Kendaraan Pérorangan Eajak Kendzlijr_aan .
1.5.1 Perorangan Dinas Kan ajal 13 unit 110.560.000 Dinas atau Kendaraan erorangan Dinas 13 unit 110.560.000
daraan endaraan Dinas Jabatan atgiu Kendaraan
?thiu K;nb i Perorangan Dinas Jabatan
Inas Jabatan Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan
10 unit 10
Printer,9 unit
Laptop, 4 Printe
. Terlaksananya kulkas, 2 . Terlaksananya r,9
Pemeliharaan . . Pemeliharaan .
152 | Peralatan dan Pemeliharaan dlspe_n_ser, 3 12.180.000 | Peralatan dan Pemeliharaan Lapto 12.180.000
Mesin Lainnya Pera_latan_dan televisi, 15 Mesin Lainnya Pera_latan_dan p,4
Mesin Lainnya AC, 1 Mesin Lainnya kulkas,
mesin 2
Pemotong, dispens
er, 3
televisi,15
AC, 1
mesin
Pemotong
Terlaksananya Terlaksanan digeser
. Pemeliharaan/ . sananya kekegiata
Pemeliharaan/Reha . Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/ n lain
bilitasi Gedung Rehabilitasi . bilitasi Gedung Kantor Rehabilitasi . '
1.5.3 Gedung Kantor 2 unit 129.201.500 2 unit 129.201.500

Kantor dan Bangunan
Lainnya

dan Bangunan
Lainnya

dan Bangunan Lainnya

Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya
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Terlaksananya Terlaksananya
Koordinasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi
Penyelenggaraan Penyelenggar aan Penyelenggaraan Penyelenggar aan
1.1 Kegiatan Pemerintahan Kegiatan 152.053.491 | Kegiatan Pemerintahan Kegiatan 152.053.491
di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di
Tingkat Tingkat
Kecamatan Kecamatan
Jumlah Laporan
Koordinasi/Sin Jumlah Laporan
ergi Perencanaan Koordinasi/Sin
Koordinasi/Sinergi dan Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi ergi Perencanaan
Perencanaan dan Kegiatan Perencanaan dan dan Pelaksanaan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan
Pemerintahan dengan dengan Perangkat Pemerintahan dengan Pemerintahan
11 Perangkat Daerah gan Daerah dan 3 Laporan 98.638.291 Perangkat Daerah gan dengan Perangkat i 98.638.291
Instansi Vertikal Instansi Vertikal Instansi Vertikal Daerah dan apora
Terkait Terkait Terkait Instansi Vertikal n
Terkait
Jumlah Laporan
Koordinasi/Sin Jumlah Laporan
ergi Perencanaan Koordinasi/Sin
Koordinasi/Sinergi dan Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi ergi Perencanaan
Perencanaan dan Kegiatan Perencanaan dan dan Pelaksanaan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan
Pemerintahan dengan dengan Perangkat Pemerintahan dengan Pemerintahan
11.1.2 Perangkat Daerahgdan Dae?'ah dan ’ 3 Laporan 53.415.200 Perangkat Daerahgdan dengan Perangkat 3 Laporan 53.415.200
Instansi Vertikal Terkait Instansi Vertikal Instansi Vertikal Terkait Daerah dan
Terkait Instansi Vertikal
Terkait
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Terlaksananya Terlaksananya
Koordinasi Kegiatan Koordinasi Koordinasi Kegiatan Koordinasi
I11.1 | Pemberdayaan Desa Kegiatan 18.599.000 Pemberdayaan Desa Kegiatan 18.599.000
Pemberdayaan Pemberdayaan
Desa Desa
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Peningkatan Peningkatan
Peningkatan Efektifitas Efektivitas Peningkatan Efektifitas Efektivitas
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
111.1.2 | Pemberdayaan Pemberdayaa n 14 Laporan 18.599.000 | Pemberdayaan Pemberdayaa n 14 18.599.000
Masyarakat di Wilayah Masyarakat Masyarakat di Wilayah Masyarakat Laporan
Kecamatan ?(I(:Q/alrﬁgtzg Kecamatan di Wilayah
Kecamatan
Terlaksanany a
Pemberdayaan Terlaksanany a
Pemberdayaan gan ah Pemberdayaan P%mberdayaa
dan Kesejahteraan SIJEMIEEIEEN dan P( an ht
Keluarga Tingkat _}Fiil;s;?a 87.025.075 | Kesejahteraan Kgﬁ?é ?gaeraa n 87.025.075
Kecamatan dan Keluarga Tingkat .
111.2 | Kelurahan NOEETEEN G Kecam%tan d%n Ulagiet
Kelurahan K Kecamatan
elurahan
dan Kelurahan
Jumlah Keluarga Jumlah Keluarga
yang Mengikuti yang Mengikuti
Penumbuhan dan Penumbuhan dan
Penumbuhan dan Peningkatan Penumbuhan dan Peningkatan
Peningkatan Kesadaran Peningkatan Kesadaran Keluarga
Kesadaran Keluarga Keluarga dalam Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan
dalam Keterlibatan Keterlibatan 100 dalam Keterlibatan Perencanaan 100
111.2.1 | Perencanaan Perencanaan Keluarga 87.025.075 | Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga 87.025.075
Kehidupan Menuju Kehidupan Kehidupan Menuju Keluarga
Keluarga Berkualitas MenUJu_KeIuarga Keluarga Berkualitas Berkualitas
Berkualitas
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Terlaksananya Terlaksananya

Koordinasi Koordinasi Upaya
Koordinasi Upaya Upaya 37.970.000 Koordinasi Upaya Penyelenggar aan 37.970.000
Penyelenggaraan Penyelenggar Penyelenggaraan Ketenteraman
Ketenteraman dan aan Ketenteraman dan .

IV.1 | Ketertiban Umum Ketenteraman Ketertiban Umum (ijan Rk
: mum

dan Ketertiban

Umum

Jumlah Jumlah Laporan

Laporan Hasil Hasil Sinergitas

Sinergitas dengan Kepolisian

dengan Negara Republik
Sinergitas dengan Kepolisian Sinergitas dengan Indonesia, Tentara
Kepolisian Negara Negara Kepolisian Negara Nasional

IV.1.1 | Republik Indonesia, Republik Republik Indonesia, Indonesia dan

Tentara Nasional Indonesia, 100% 37.970.000 | Tentara Nasional Instansi Vertikal 100% 37.970.000
Indonesia dan Tentara Indonesia dan Instansi di Wilayah
Instansi Vertikal di Nasional Vertikal di Wilayah Kecamatan
Wilayah Kecamatan Indonesia dan Kecamatan

Instansi

Vertikal di

Wilayah

Kecamatan
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Penyelenggaraan Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Terlaksananya
e B Penyelenggar Pemerintahan Umum Penyelenggar aan
Wi Sestiai aan Urusan Sesuai Penugasan Urusan
AT Pemerintahan 163.700.958 Kepala Daerah Pemerintahan 163.700.958
Daerah Umum Sesuai Umum Sesuai
Penugasan Penugasan Kepala
Kepala Daerah Daerah
Memantapkan Kebangsaan dan Memantapkan Kebangsaan dan n HUT
Pengamalan Pancasila, Ketahanan Pengamalan Pancasila, Ketahanan RI, Hari
V.1.1 | Pelaksanaan Undang- Nasional dalam Pelaksanaan Undang- Nasional dalam Jadi
Undang Dasar Negara rangka Undang Dasar Negara rangka Tabalong
Republik Indonesia Memantapkan 163.700.958 | Republik Indonesia Memantapkan 163.700.958
Tahun 1945, Pengamalan Tahun 1945, Pelestarian Pengamalan
Pelestarian Bhinneka Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika Pancasila,
Tunggal Ika serta Pelaksanaan serta Pemertahanan dan Pelaksanaan
Pemertahanan dan Undang- Pemeliharaan Keutuhan Undang- Undang

Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia

Undang Dasar
Negara Republik
Indonesia Tahun
1945,
Pelestarian
Bhinneka
Tunggal Ika
serta
Pemertahanan
dan
Pemeliharaan
Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik
Indonesia

Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal
Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia

34



Pelaksanaan Tugas
Forum Koordinasi
Pimpinan di
Kecamatan

Terlaksananya

Penyelenggar aan

Urusan
Pemerintahan
Umum Sesuai

Penugasan Kepala
Daerah

29.700.820

Pelaksanaan Tugas
Forum Koordinasi
Pimpinan di Kecamatan

Terlaksananya
Penyelenggar aan
Urusan Pemerintahan
Umum Sesuai
Penugasan Kepala
Daerah

29.700.820

'llz':g?ilt(:;nanya Terlaksananya
Fasilitasi, Rekomendasi L Fasilitasi, Rekomendasi Fasilitasi,
S Rekomendasi A .
dan Koordinasi N oot dan Koordinasi Rekomendasi dan
Pembinaan dan 2 Pembinaan dan Koordinasi
Pengawasan Egnmgzl\?vzzz ndan 80:126.342 Pengawasan Pemerintahan Pembinaan dan Al
VIl Pemerintahan Desa e Desa Pengav_vasan
D Pemerintahan
esa
Desa
Jumlah Jumlah Dokumen memenu
Dokumen yang yang Difasilitasi hi yang
Difasilitasi dalam rangka belum
Fasilitasi Administrasi dalam rangka 7 Fasilitasi Administrasi Administrasi Tata 7 diakomo
VI.1.1 | TataPemerintahan Administrasi Dokumen 30.500.000 | Tata Pemerintahan Desa Pemerintahan Dokum 30.500.000 dir di
Desa Tata Desa en Ranwal
Pemerintahan
Desa
Jumlah Jumlah Dokumen memenu
Dokumen Pengelolaan hi yang
Pengelolaan Keuangan Desa belum
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 7 Fasilitasi Pengelolaan dan 7 diakomo
\VI.1.2 [Keuangan Desa dan Desa dan 30.743.150  |Keuangan Desa dan 30.743.150| dir di
Pendayagunaan Aset Pendayagunaa Dokumen Pendayagunaan Aset Desa Pendayagunaan Dokumen Ranwal
Aset Desa
Desa n Aset Desa
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Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan
Desa

VI.1.2

Jumlah Dokumen
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah dengan
Pembangunan
Desa

1
Dokumen

18.883.192

Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan
Desa

Jumlah Dokumen
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah dengan
Pembangunan Desa

1
Dokumen

18.883.192

JUMLAH PAGU KEBUTUHAN TAHUN 2025

BERDASARKAN HASIL ANASLISIS

4.226.392.378

4.226.392.378
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BAB Il

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan
kecamatan, Kecamatan Pugaan telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan
Pugaan tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Pugaan merupakan dokumen
perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang
akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2025, dengan penekanan pada pencapaian
sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Millenium
Development Goals (MDG’s). Perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan
jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah,
maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan
terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari
shopping list ke working plan. Dimana Organisasi perangkat daerah menyusun
perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan
hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik,
proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses
perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat
sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan 3k7ebutuhan masyarakat.
Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi
dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan
bahwa paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana
Kerja Perangkat Daerah. Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik
ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukkan bagi penyusunan Rencana
Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong tahun 2025, dimana
baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten diharapkan

memiliki



sinergitas  yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten

Tabalong dapat menyentuh sasaran yang tepat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pugaan
Sesuai dengan Renstra Kecamatan Pugaan maka adapun tujuan utama dari Kecamatan

Pugaan adalah :

1. Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pugaan tahun 2025 dimaksudkan untuk
menjadi acuan dan pedoman bagi Kecamatan Pugaan dalam rangka melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan

wewenangnya.Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pugaan tahun 2025 bertujuan untuk :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Pugaan
tahun 2025.

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Kecamatan Pugaan tahun 2025.

3. Memberikan pedoman dalam  pengawasan dalam  penyelenggaran
pemerintahan Daerah tahun 2025.

4. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut perlu ditempuh melalui penetapan
beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait. Sasaran adalah hasil yang akan

dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasarandan upayakan untuk dapat dicapai

dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
ditetapkan. Tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pugaan yang ditetapkan adalah sebagai
berikut :



Tabel 3.1 ;

Prioritas dan Sasaran Kecamatan Pugaan

No. Prioritas Sasaran Ig:él;a::)nr Sasaran Slr:::ra:r?r
Daerah Daerah
Daerah (outcome)
1. | Mewujudkan Meningkatnya Peningkatan Persentase
Kehidupan pemahaman pemahaman Tingkat
Masyarakat yang | dan dan penyelesaian
lebih Agamis pengamalan pengamalan pelanggaran K3(
nilai-nilai Nilai-nilai Ketertiban,
keagamaan keagamaan Ketentraman, dan
masyarakat Indikator : kenyamanan)
Angka
kriminalitas
2. | Meningkatkan Meningkatnya | Peningkatan Persentase
Kesejahteraan kualitas Kualitas peningkatan
Masyarakat pembangunan Pembangunan Kinerja aparatur,
desa Desa kapasitas dan tata
Indikator : kelola kewilayahan
Indeks Desa kota
membangun
Meningkatnya Persentase Persentase
kualitas layanan umum | pembinaandan
pelayanan lainnya tepat pengawasan
pemerintahan waktu pemerintahan
umum Indeks desa
Kepuasan
Masyarakat
Meningkatnya | Persentase Persentase
pengendalian partisipasi pembinaan dan
pembangunan masyarakat pengawasan
daerah di dalam pemerintah desa
Kecamatan perencanaan 39
pembangunan
3. | Mewujudkan Meningkatnya | Program Nilai AKIP
Kemandirian pengelolaan peningkatan
Daerah dan klperja pe_nge_lolaan dan Persentase
pemerintahan Kmerjg pelayanan
daerah serta pemerintahan kelembagaan

kualitas

Daerah serta

Social




pelayanan
publik

kualitas pelayanan
public Indicator :
Nilai SAKIP, Opini
BPK, Nilai survey
kepuasan
masyarakat
terhadap pelayanan
publik,tingkat
kemandirian daerah

kemasyarakatan




pelayanan
publik

kualitas pelayanan
public Indicator :
Nilai SAKIP, Opini
BPK, Nilai survey
kepuasan
masyarakat
terhadap pelayanan
publik,tingkat
kemandirian daerah

kemasyarakatan

Persentase
dokumen

penyelenggaraa
n pemerintahan

yang disusun
tepat waktu

Tujuan Kecamatan Pugaan

Tabel 3.2

Target Kinerja

No. Tujuan Indikator Tujuan
Tahun 2025
1. Mewujudkan masyarakat dan | Angka kriminalitas 7 Desa
pemerintah daerah, yang
beriman, berpribadian dan
produktif
2 Memanjukan perekonomian - Indeks desa membangun 7 Desa

daerah yang didukung oleh
pengembangan sumber daya
alam dan infrastruktur yang

berkelanjutan
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Sasaran Kecamatan

Pugaan

Target Sasaran

No. Sasaran Indikator Sasaran
Tahun 2025
1. Meningkatnya Persentase Tingkat Penyelesaiab 7 Desa
pemahaman dan pelanggaran K3( Ketertiban,
pengamalan nilai-nilai Ketentraman dan Kenyamanan)
keagamaan di
masyarakat
2. Persentase Peningkatan Kinerja 7 Desa
Aparatur, Kapasitas dan Tata
Kelola Kewilayahan Desa
Meningkatnya Kualitas
pembangunan Desa
Persentase Pembinaan dan
Pegawasan Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya pengelolaan | Nilai AKIP BB

dan Kinerja pemerintahan
daerah serta kualitas
pelayanan publik

Persentase pelayanan
kelembagaan sosial

kemasyarakatan

Persentase dokumen
penyelenggaraan

pemerintahan yang disusuq .

tepat waktu

Demikian juga menyangkut Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pugaan dengan tabel

sebagai berikut :




Tabel 3.4

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pugaan

. . Target Kinerja
No. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2025
. Persen ingk nyelesaian pelanggaran
1 ersentase tingkat penyelesaian pelanggara 100%
K3 ( Ketertiban, ketentraman & kenyamanan
)
2. Persentase peningkatan Kinerja Aparatur, 100%
Kapasitas dan tata kelola kewilayahan Desa
3. Persentase Pembinaan dan Pengawasan 100%
Pemerintahan Desa
4. Nilai AKIP B
5. Persentase pelayanan kelembagaan 100%
sosial kemasyarakatan
6. Persentase  dokumen penyelenggaraan
100%

pemerintahan yang disusun tepat waktu
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Program dan Kegiatan

Mengacu pada Program pembangunan prioritas Pemerintah Kabupaten Tabalong
maka program prioritas yang akan bersentuhan langsung dengan tugas dan fungsi
Kecamatan antara lain :

1. Pemantapan terwujudnya pemerintah yang melayani masyarakat.

Salah satu tugas atributif Camat adalah melaksanakan pelayanan yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah
desa/kelurahan. Agar kecamatan dapat mendukung secara optimal program pelayanan
ini, maka syarat substantifnya adalah pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada
Camat secara jelas dengan ditunjang standar pelayanan serta sarana dan prasarana dan
pelaksana teknis yang memadai.

2. Optimalisasi penerapan gerakan pembangunan masyarakat dalam pembinaan desa.
Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan tentu
akan berimplikasi terhadap program ini. Dengan besarnya dana yang akan dikelola
desa, maka pendampingan dan fasilitasi terhadap penguatan kelembagaan, peningkatan
kapasitas sumber daya Aparatur Desa serta perbaikan administrasi pemerintahan desa
akan menjadi fokus pembinaan oleh Kecamatan serta menjadi fasilitator pembangunan
ekonomidengan mendorong sektor pertanian, peternakan, perikanan air tawar serta
usaha kecil dan menengah masyarakat serta turut serta mengembangkan sektor
pariwisata yang ada di wilayah Kecamatan Pugaan.

3. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Melalui
program Kketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka Kecamatan akan turut
serta dalam melaksanakan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap
penegakan Perda sertapeningkatan sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang ada di wilayah Kecamatan Pugaan pada khususnya. Hal ini bertujuan agar
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembuatan perizinan mendirikan bangunan

(IMB), perizinan tempat



usaha maupun kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB).

Tabel 4.1

Sasaran, Program dan subkegiatan Kecamatan Pugaan

No Sasaran Nama Program/Kegiatan
1. | Meningkatnya pemahaman Program Penyelenggaraan Koordinasi
dan pengamalan nilai-nilai Ketentraman dan Ketertiban Umum
keagamaan di masyarakat
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sub. - Sinersigitas dengan kepolisian Negara
Kegiatan republic indoensia, tentara nasional
Indonesia dan instansi vertical di wilayah
kecamatan
2. | Meningkatnya kualitas Program Program Pemberdayaan Masyarakat
pembangunan Desa Desa dan Kelurahan
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub. - Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
wilayah Kecamatan
Kegiatan Pemberdayaan dan kesejahteraan
keluarga tingkat kecamatan dan
kelurahan
Sub. - Penumbuhan dan peningkatan
Kegiatan kesadaran keluarga dalam
keterlibatan perencanaan kehidupan
menuju keluarga berkualitas
Program Program Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa




Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa
Sub. Fasilitasi Administrasi Tata
Kegiatan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Meningkatnya pengelolaan dan| Program Program Penyelenggaraan Urusan
Kinerja pemerintahan daerah Pemerintahan Umum
serta kualitas pelayanan public
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
Sub. - Pembinaan wawasan kebangsaan dan
Kegiatan ketahanan Nasional dalam rangka
memantapkan pengamalan Pancasila,
UUD 1945
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
Pimpinan di Kecamatan
Program Program Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub. - Koordinasi/sinergi perencanaan dan
Kegiatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan

dengan  perangkat daerah  dan
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instansi vertical terkait
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Program

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Kegiatan

Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub.
Kegiatan

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pelaksanaan Pengumpulan Data
Statistik Sektoral Daerah

Kegiatan

Administasi Keuangan Perangkat

Daerah

Sub.
Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD

Kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

46




Sub.

Kegiatan

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Penyediaan peralatan rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan
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Penyediaan ~ Bahan Bacaan dan
Peraturan perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan  Jasa Penunjang  Urusan
Pemerintahan Daerah
Sub. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Kegiatan Sumber Daya air dan listrik
Penyediaan  Jasa  peralatan  dan
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pelayanan umum
kantor
Kegiatan Pengadaan Barang Milik  Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub. Pengadaan Mebel
Kegiatan Pengadaan  Peralatan dan Mesin
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
Kegiatan Pemeliharaan Barang  Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya
Kegiatan pemeliharaan, dan pajak kendaraan

perorangan dinas atau kendaraan dinas
jabatan.

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya
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Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Kecamatan Pugaan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Kondisi
kinerja
pada . .
Renja Akhir Tahun 2025 akhir GELL re_tI?;hIL\l/InajzlézFéencana
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, priode
No. Program/Kegiatan Program (Outcome) dan kegiatan Lokasi renstra
(Output) SKPD
Target Kebutuhan Target Kebutuhan
. Sumber .
capaian Dana/Pagu dana capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN . Kecamatan
0, 0,
1 DAN KETERTIBAN UMUM Ketertiban, Ketentraman dan Pugaan 100% 37.970.000,00 APBD 100% 100% 35.000.000,00
Kenyamanan
I Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Koordinasi Upaya : . :
L. | Penyelenggaraan Ketenteraman | Republk Indonesia, Tertara Masional Kgcamata” 7Laporan 37.970.000,00 APBD 100% | 7Laporan 3500000000
dan KetertibanUmum ndonesia dan Instansi Vertikal di Wilayal ugaan
Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Kecamatan
2. PEMERINTAHAN DAERAH Nilai Evaluasi AKIB PUCAAN B 3.176.952.183,00 APBD 80% B 3.476.952.183
KABUPATEN/KOTA 9
Jumlah dokumen perencanaan,
o | Perencanaan, Penganggaran dan | o o0 0aran dan evaluasi Perangkat Kecamatan 1 25.500.000,00 APBD 100% | 11 Dokumen 25.500.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah . Pugaan Dokumen
daerah yang disusun
Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah dokumen penatausahaan Kecamatan 2.822.629.186.00 o
3 Daerah keuangan Perangkat Daerah yag disusun Pugaan 20 Dokumen e APBD 100% 20 Dokumen 2.822.629.186,00
Administrasi Umum Perangkat Persentase Terpenuhinya Administrasi Kecamatan 0 311.125.185,00 APBD 100% 0
4 Daerah Umum Perangkat Daerah Pugaan 100% 0 100% 321.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Kecamatan 0 245.118.093.00 o 0
5. Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Daerah Pugaan 100% T ' APBD 100% 100% 250.000.000.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah - )
6. Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Barang Milik Daerah yang di Kgcamatan 46 Unit 251,941,500,00 APBD 100% 46 Unit 198.380.000,00
Daerah pelihara ugaan
Persentase dokumen penyelenggaraan
PROGRAM PENYELENGGARAAN : Kecamatan
3. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Urusan Pemerintahan Umum yang Pugaan 80% 193.401.778,00 APBD 80% 80% 182.000.000,00

disusn tepat waktu
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Penyelenggaraan Urusan

Jumlah laporan penyelenggaran urusan

Kecamatan

Pemerintahan Umum sesuai pemerintahan umum sesuai penugasan Pugaan 1Laporan 193.401.778,00 APBD 100% 1 Laporan 182.000.000,00
Penugasan Kepala Daerah kepala daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Pembinaan dan Kecamatan o o
4 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pengawasan Pemerintahan Desa Pugaan 80% 80.126.342,00 APBD 8% 85% 100.000.000,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Kecamatan
8. Koordinasi Pembinaan dan dalam rangkaAdministrasi Tata Pugaan 7 Dokumen 80.126.342,00 APBD 100% 7 Dokumen 1000.000.000,00
Pengawasan Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Penyelenggaraan Kecamatan
0,
5. Elal\gEFleliNTA HAN DAN PELAYANAN Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pugaan 80% 152,053,491,00 APBD 80% 80% 143.000.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan '
. ' f, Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan Kecamatan
9. Ié:ggaatrzgtzﬁmen ntahan di Tingkat pemerintahan di tingkat kecamatan Pugaan 3Laporan 152.053.491,00 APBD 3 Laporan 3 Laporan 143.000.000,00
Persentase peningkatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Kecamatan 105,624,075,00 o 0
6. MASYARAKAT DESA DAN K ELURAHAN Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pugaan 80% APBD 85% 85% 120.000.000,00
Kelurahan
10. Koordinasi Kegiatan Jl_JmIah Pemerintah Desa yang dibina / Kecamatan 7 Desa 18.599.000,00 APBD 100% 7Desa 35.000.000,00
Pemberdayaan Desa diberdayakan Pugaan
’ Jumlah Keluarga yang
Pemberdayaan dan Kesejahteraan L
11 | Keluarga Tingkat Kecamatan dan Mengikuti Pemberdayaan dan Kecamatan 14 Keluarga 87.025.075,00 APBD 100% 14 Keluarga 85.000.000,00
Kelurahan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Pugaan
Kecamatan dan Kelurahan
Program: 6 Kegiatan : 11 4.226.392.378,00 4.307.509.186,00
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BAB V
PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pugaan Tahun 2025 ini

dengan memperhatikan catatan- catatan, kaidah-kaidah serta rencana tindak lanjut

pelaksanaan sebagai berikut :

1. Catatan Penting

Dokumen Renja Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disusun berdasarkan
RPD 2025-2026, RKPD serta dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Renstra Tahun 2025-

2026, guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.

2. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Renja Kecamatan Pugaan Tahun 2025 ini sebagai dokumen perencanaan
Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan dan Program/ Kegiatan dalam satu tahun
anggaran, digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Kecamatan Pugaan Tahun 2025;

Renja Kecamatan Pugaan Tahun 2025 ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-
bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dilaksanakan secara akuntabel
dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Kecamatan Pugaan

Dokumen Renja Tahun 2025 digunakan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan
Renja tahun lalu, perkiraan tahun berjalan dan selanjutnya menjadi bahan
pertimbangan dalam penyusunan R-APBD 2025;

Dokumen Renja digunakan sebagai alat untuk merumuskan tujuan dan sasaran
kegiatan, untuk merencanakan program kegiatan guna mencapai tujuan
Kecamatan Pugaan dan untuk menentukan indikator Kinerja serta Tingkat pencapaian
strategis.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Pugaan Tahun 2025 dimungkinkan terjadi
perkembangan dan dinamika pembangunan, sehingga diperlukan langkah-langkah
penyesuaian yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Pugaan Tahun
2025
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3. Rencana Tindak Lanjut
Dalam pelaksanaanya, Renja Kecamatan Pugaan Tahun 2025 akan dilakukan monitoring
dan evaluasi, baik itu mencakup proram, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran,
lokasi maupun pagu indikatif.

Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras dan
kerja bersama oleh sumber daya manusia Kecamatan Pugaan dan hasilnya diharapkan mampu
memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mewujudkan
Tabalong Terdepan.

52



